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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil adalah :

1.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia kerja, di
bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria. Dengan
ini, Pemerintah Kabupaten Dompu menyatakan akan mendukung
pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Menikah (PUP) melalui dinasnya
untuk pemajuan dan perlindungan anak perempuan Kabupaten Dompu.
PUPs adalah program yang dibuat untuk banyak masalah pendidikan dan
kesehatan yang disebabkan oleh pernikahan dini. Program PUP
diperkenalkan untuk memberikan hak kepada perempuan Indonesia untuk
mencapai usia dewasa sebelum menikah.

Sejak diundangkannya undang-undang ini, penegakan hukum belum
mampu  mencegah kasus pernikahan anak di Kab.Dompu karena
kurangnya kesadaran, dan undang-undang tersebut tidak efektif.
Penegakan undang-undang ini diharapkan dapat membantu pemerintah
daerah di Provinsi Dompu untuk menegakkan hukum dan mencegah
pencegahan dini masalah yang terkait dengan perkawinan usia anak.
Kendala dan hambatan dalam Perda Pencegahan Perkawinan Anak di
Kabupaten Dompu telah meningkatkan jumlah perkara perkawinan di
pengadilan karena banyaknya tuntutan pembebasan yang menunjukkan

banyak anak kecil yang hamil di luar nikah. Hal ini menyetujui
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permohonan dispensasi karena kedua mempelai, suka tidak suka, harus
segera menikah. Kemudian banyaknya penduduk yang tinggal di kota
menyebabkan kurangnya pendidikan dan ekonomi yang sulit, sehingga
anak-anak tidak memerlukan pendidikan minimal 12 tahun dan banyak
anak di bawah umur yang bebas untuk menikah. Hal ini menyebabkan
hubungan di luar nikah dalam kehamilan dan kurangnya ekonomi
keluarga, membuat orang tua percaya bahwa beban tanggung jawab orang
tua akan berkurang setelah anak menikah. Kendala selanjutnya adalah
kurangnya reaksi dari masyarakat ketika sosialisasi yang dilakukan
pemerintah daerah untuk mencegah anak menikah memiliki berbagai

konsekuensi negatif di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan analisis normatif dan empiris yang dilakukan peneliti,

ditemukan adanya kendala terkait efektifitas Perda Nomor 43 Tahun 2018

tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Dompu. Mengenai saran-

saran yang dapat dibuat sesuai dengan penelitian-penelitian di atas, penulis

menyarankan sebagai berikut:

1.

Implementasi yang tepat dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang
telah ditetapkan dapat mencegah berbagai situasi yang tidak diinginkan
terjadi di kemudian hari. Karena kesadaran masyarakat yang masih lemah,
pemerintah daerah dapat menjadi lebih progresif dalam mensosialisasikan
pencegahan perkawinan anak di masyarakat kabupaten Dompu. Selain

pendidikan umum, kami juga memasukkan pendidikan nilai-nilai agama
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dengan mengutamakan pendidikan agar remaja dapat mengenali
dampaknya terhadap usia anak-anaknya saat terjadi pernikahan.

Peraturan di daerah yang terbentuk perlu lebih diperkuat dengan terus
memberikan sosialisasi yang bermanfaat dan rutin kepada masyarakat agar
masyarakat secara bertahap dapat menyadari pentingnya mencegah
perkawinan anak. Dasawisma adalah program kerja yang meningkatkan
kesehatan keluarga, dengan eksekutif Dasawisma mendorong eksekutif
untuk mencegah anak-anak mereka menikah.

Dengan adanya kendala/hambatan di atas, diharapkan pemerintah dapat
memberikan sanksi denda dan administratif kepada aparat desa yang
terlibat dalam perkawinan anak, dan pelaku tindak pidana yang

melakukannya jika sanksi tersebut diberlakukan merupakan efek jera.
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